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KETERANGAN PIHAK TERKAIT 

DALAM PERKARA PHPKADA 

NOMOR: 30/PHPU.BUP-XX:111/2025 

PILKADA KABUPATEN MAGETAN, 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Yang diajukan Oleh: 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: 
Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan 
Suyatni rtiasmoro, S.H., ivI.H. 

(PIHAK TERKAIT) 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

TAHUN 2025 
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Jakarta, 16 Januari 2025 

Hal Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 30/PHPU.BUP

XXIII/2025yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Magetan Nomor Urut 3 (tiga} yang mengqjukan 

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 

1676 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 

2024. 

Kepada Yang M ulia, 

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, 

Jakarta Pusat 10110. 

Dengan Hormat, 

Yatlg ue1'la.i1ua Lcl.11gan ui Uc:i.Wc:1.Il ii1i, ue:rH:tHlcl.K untuk Ucl.Il ata::; Ila.illcl :

1) Nama

NIK

Tempat/Tgl lahir

KewRrga..tJl"gRrRan

Alamat

2) Nama

NIK

: Hj. NANIK ENDANG R, M.Pd. 

:3520094412590001 

: Magetan, 4 Desember 1959 

: !nd-0&1..,e£i..,,-?� 

: Kedungguwo, Rt/Rw. 003/002, 

Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, 

Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. 

: SUYATNI PRIASMORO, S.H., M.H. 

: 6472041003690006 

: Magetan, 10 Maret 1969 

: Indonesia 

Tempat/Tgl Lahir

Kewarganegaraan

Alamat : Desa Nglopang, Rt/Rw. 005/003, Desa Nglopang, 

Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, 

Provinsi Jawa Timur. 
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Merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan pada Pemilihan 

Bupati dan vVaki1 Bupati Ka�bupaten Mageian Tahun 2024, berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 

Kabupaten Magetan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 {Vide Bukti PT-

2) Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1451

Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Calon 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 tertanggal 23 September 

Z024 metupakan ?asangan C-alon Nomor urul 1 ('satuJ da1am Pemiiihan Bupati 

dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 (Vide Bukti PT-3), yang telah memberikan 

Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024 kepada: 

1. 

2. 

3. 

4. 
� 
...,. 

6. 

7. 

REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M. 
AKMAL HIDAYAT, S.H., S.H.I., M.H. 
PANGERAN, S.H., S.I.Kom. 
RUDY MANGARA SIRAIT, S.H. 
RISKY DE-WI IL"'41BARWA.TI, S.H. 

ZIKI OSMAN, S.H. 
SEPTIADI MAULIDIN, S.H., C.L.A . 

Kesemuannya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Regginaldo 

Sultci.ri & ·cu law :Fi-i-ru, Ue1 aiariu:
C

t karitur· c.ii Epice-Iili ulH vvaik, 5th riuur' Office 

Suite A-529 Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, 

Telp: (+6221) 5682703, H/P: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, 

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama 

d.. 
ct·. 

maupun sen in-sen 1n.; ---------------------------------------------------------------------

Selanjutnya disebut sebagai _____________ PIHAK TERKAIT. 

Bersama ini PIHAK TERKAIT menyampaikan Keterangan Pihak Terkait 

terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Magetan (TERMOHON} Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 

tertanggal 3 Desember 2024, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
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Bupati Magetan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, 

Nomor Urut 3 ftigaJ, atas nama: ii. -Suja-'ino, S.E�, lvl.M., dan icia Tunana wia, 

S.Pd., M.Pd. Untuk selanjutnya disebut sebagai ________ PEMOHON.

Terhadap: 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, yang berkedudukan Jl. Karya 

Dharma No.70, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, 

Jawa Timur 63313. Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ TERMOHON. 

I. KEDUDUKAN HOKUM PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa ri'°'nAK TE™1T· a<
l

a1a'.h ra:sangan Ca.ion Bupati <lan Vvakil Bupati,

Nomor Urut 1 (satu), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan

Tahun 2024, yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 144 7 Tahun 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Magetan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide Bukti

PT-2) dan selanjutnya telah ditetapkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan U-murh Kabupaten Iviageian Nomor: i451

Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, tertanggal 23

September 2024.; {Vide Bukti PT-3}

2. Bahwa sesuai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan

Komisi Pemi1inah Urrtum Kabupaten lvlagetan Nomor 1676 ·ranun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan

Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024 (Vide Bukti PT-1), dengan hasil

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. sebagai berikut:
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TABEL 1. 

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan 

Tahun 2024 

No Nam.a Pasangan Cal on Perolehan Suara 

.. 
.L. 

u,: v� .... ..:.L- �� ...... ...., ... _n ._. .n..t. � a.. _ _,.,..,4_.:_ -�-"'"-..-?Ol""'tO .1..1.J .n G..L&.I.A. .&.'&&Ya.&&f; .1.'-•' &Y.I. • .a. 'lo&•' Ya..L& Ul.l.,1 a. LU.I A & &Q.O,&u; & ' 137.347 

S.H., M.H.

2. Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, 131.264 

S.H., M.H

3. H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., 136.083 

M.Pd.

Total Suara Sah 404.694 

3. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Bupati Magetan Nomor: 1676 Tahun 2024

LehTang Pendapan Hasi1 Pemi1ihan Bupa"i:i c
l

an �vVaki1 Bupali iviagetan

Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, pada tanggal 5 Desember

2024, serta mengajukan perbaikan permohonannya pada tanggal 9

Desember 2024, yang pada intinya meminta kepada Mahkamah

Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Kepulusan Termohon Nomor: 1·016 i:ahun 2024 len'iang Penefapan 1676

Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16. 45 WIB, sepanjang

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik

Endang R., M.Pd dan Suuatni Priasmoro., S.H .• M.H.;

3. Menetapkan pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM

dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan suara 136.083

(seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai peraih suara

Tahun 2024.; 
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"(l) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: 
a. Pemohon;
b. Termohon; dan
c. Pihak Terkait."

Bahwa, kemudian dalam Pasal 4 ayat (6) PMK No. 3/2024 ditentukan 

huruf c adalah pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur, pasangan 

calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota 

atau Pemantau Pemilihan yang terdajtar dan memperoleh sertifi,kat akreditasi 

dari KPU/ KIP Provinsi Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kata yang mempunyai 

kepentingan langsung terhadap Permohonan. ".

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) PMK No. 3/2024 ditentukan 

bahwa: 

"(1) Pasangan Calon Gubemur, Bupati, dan Walikota ata Pemantau 

Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait 

puZiny Zumu 2 (UUUj iLuri SeJUic pertrwrwnuri uicu'tui: daiam e-BrRK'. 

(2) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

(3) . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .... . 

(4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani

oleh pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur/ kuasa hukum, 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ kuasa hukum, atau 

pasangan cafon wauitoia dan Wakit wa1ikoia/kuasa hukum. AA'. 

Dalam Perkara a quo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memiliki 

kepentingan langsung terkait dengan dalil-dalil yang sampaikan oleh 

PEmuiiOii da1am Fermononan a quo, sehingga dapat berpengarun kepada 

perolehan suara yang diraih.; 

Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Permohonan sebagai Pihak 

Terkait dalam perkara a quo pada i.anggai 6 Ja:buari �025, yaitu masih 
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dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 6 

Huruf g Peraturan ivian.kaman Kons'ti'i'.usi Nomor 3 Tahun Z-024, yang 

selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor: 

182/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor: 

30_/PHPU .BUP-XXIII_/ 2025.; 

Bersama ini PIHAK TERKAIT menyampaikan tanggapan dan bantahan 

seba.gaimana termuat dalam Ke.terang;:in Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 

30/PHPU.BUP-XXIIl/2025, yang diajukan oleh PEMOHON (Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan atas nama H. Sujatno, S.E., M.M., 

dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.), yang diuraikan secara jelas dan lengkap 

dengan sistematika sebagai berikut: 

II. DALAM EKSEPSI

. KB\VBJIAIIOAlf IUJIHAIIAII KOll'STITUSI

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 

memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, 

dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah KonsU1usi ciaiam mengadili

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam

ketentuan Pasal 157 ayat (3) ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

teniaflg Peneiapan Peraturan Pemerinian Fengganti Unciang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Untuk
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selanjutnya disebut UU PILKADA), disebutkan "perkara 

perseiisihan peneiapan peroienan suara nasii pemiii.nan 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi" Juncto Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 

29 September 2022 selengkapnya harus dibaca. "Perkara 

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi

3. 

Numur 3 Tahun 2024 
... _,., . -�-- �.. �~ . 11,,, ,r,. - ' 
Len Lang 1 a La neracara uaiam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "Objek dalam perkara 

perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon menqenai 

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat 

memengaruhi penetapan calon terpilih".; 

Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi 

cakupan subsiansi permasa1ahan yang dapai diadili di iviahkamah 

Konsitusi yakni terbatas HANY A terkait perselisihan penetapan 

perolehan suara basil pemilihan, hal ikhwal ini telah pula 

ditegaskan di dalam peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 

2024 yang didalamnya mengatur mengenai syarat Formil Pengajuan 

Permohonan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 

Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 sebagai berikut; 

1. Kewenangan 1viuhitamah, memual penjetasan rnengenai 

kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil 

Pemilihan sebagai ob_jek perselisihan; 

Dan, 

4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan
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oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut 

Femorwn; 

4. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar

perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tvienjadi unuang-unciang sebagaimana telan diruban, yang i.erak.hir

diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya

disebut "Undang-Undang Pilkada"), secara tegas telah mengatur dan

memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian

sengketa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau peserta

pemilihan sebagai berikut:

• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan

Kehormai.an Penyeienggaran Femiiu CD'Krrf sebagaimana diai:ur

dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.;

• Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh

Kom.1s1 Femi1ihan umum paci'a tingkatan 
. .

masmg-mas1ng

sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.;

• Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan

meia1ui panii.ia pengawas pemilihan di setiap Lingkat.an

sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.;

• Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme

penyelesaiannya ineia1ui Ferauilan Taia usana Negara fr'iuNJ Fasai

153 sampai dengan Pasal 155.;
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• Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan

oieh iembaga penegak hukum meiaiui sen(ra Gakkumdu, yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan

Pasal 152.;

• Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan

suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 157.;

5. Bahwa sejumlah aturan dalam Undang-Undang Pilkada sebagaimana

dimaksud di atas, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode

penyelesaian seng'ketanya. Fe1anggaran penye1enggara atau sengketa

pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara

pada saat proses penyelengaraan pemilihan dapat berupa

pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa

tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan.;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam

Pui.usan Nomor: 

menegaskan:

149/FI-i?.GUB-Tv /2016, ivi'ahkamah leiah

"Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo

diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan

Pasal 157 ayat (3) UU 8/ 2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang

bersi_/aL rwn-permanen aan i:ransisiona1 sampai aengan aibenfuknya

badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan,

"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan

peradilan khusus". Pada ayat {21 dinyatakan, "Badan peradilan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk sebelum
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pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) 

dinyaiakan, "'Perkara perseti.sihan penetapan pero1ehan suara hasil 

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan 

khusus" nantinya resmi dibentuk_, seketika itu pula kewenangan 

Mahkamah a quo harus ditanggalkan.; 

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan 

peneta.pan perol.eb.an ,SJJ.ilra, h.asil pemilihn.n. gu.beroJJ.T:- bvpa1i
-.-

d.an 

walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai 

kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 

Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang

Vndang Dasar, (2] memuius sengk.eia kewenangan 1embaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) 

memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang 

hasil _pemilihan umum, dan [5} waiib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 

oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah 

secara Zimilaiil ie1ah diteniukan aalam Pasai 24C ayat (1/ uuV 1945. 

Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan 

oleh UU Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota untuk memutus 

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan 

gubemur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda 

dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. 

Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sif at sementara yang 

dioerikan PasaZ 157 VU 8/2015.; 

7. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas,

harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, 
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Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. 

Daiam hai ini, iv1a1ikamah merupakan insiitusi negara yang 

berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan 

melaksanakannya .. ; 

8. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

"Bahwa melalui UU Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota,

pembeniuk Uruiang-'f]ndang berupaya memhangun budaya hukum dan

politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas,

taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau

perselisihan dalam pemilihan gubemur, bupati, dan walikota.

Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata

penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar

perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU

Femiiihan Gubeniur, Bupaii, dan w-a1ikoia idah menggariskan,

lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa.

Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum

_pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan

diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha

negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh

lembaga penegak hukum melaiui seni:ra Gukkumdu, yaitu Kepotisiari,

Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan

suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya

hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan

penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan

terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing

tingkaian me1a
1

ui pranai;a yang diseciiakan. Ariinya, perseifoihan yang

dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul
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merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil 

penghilungan pero1ehan suara, bukan sengkeia aiau perseiisihan.tain 

yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.; 

9. Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan PEMOHON

yang te1an diregistrasi o1en Tvia:hkamah Konstitusi, tida:k ada daiil

PEMOHON yang secara tegas menyatakan keberatannya atas hasil

perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Permohonan

PEMOHON juga tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti

yang meyakinkan mengenai bertambahnya atau berkurangnya

Perolehan Suara PEMOHON atau setidak-tidaknya Permohonan

PEMOHON disusun sesuai dengan syarat Formil Permohonan

sebagaimana tercantum di da1am f'eraturan Tviahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024 dengan mencantumkan Perhitungan Perolehan

Suara yang benar Menurut PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.�

10. Bahwa PEMOHON mendalilkan permasalahan yang tidak subtansi

terkait Perolehan Suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT, yang

meminta (PetiiumJ agar PiHAK 1'.EK:tiliIT uims1':ua1iiikasi serta

dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS di 2 (dua)

Kecamatan di Kabupaten Magetan, yaitu di Kecamatan Bendo

sebanyak 2 (dua} TPS dan Kecamatan Lembeyan sebanyak 1 {satu}

TPS. Dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran-pelanggaran

tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikanya.

Sehingga permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi unsur dari

kewenangan iviahkaman Konsiiiusi da1am memeriksa, mengadiii c
i

ah

memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut

merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawasan Pemilihan Umum lBawaslul dalam proses

penyelesaiannya.;
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11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut

hukum apabi1a Y'ang iviu1ia iviajeiis Hakim pe:rkara a quo merujuk

pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/

atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil

permohonan;

12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang sebagaimana diuraikan di atas,

meskipun Permohonan PEMOHON merupakan pembatalan terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, akan tetapi karena

isi/ substansi Permohonan PEMOHON sama sekali tidak ada satupun

dalil yang secara spesiiik mempersoalkan Ferse1isinan Hasii Peroiehan

Suara, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa Mahkamah Konstitusi

tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili

perkara a quo. sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan

PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke

Verklaard (NO).;

B. KBDVDVBAll BUKUII (.LBGAL STANDI.NGt PBIIOIIQII �IDM '�IMUIJI
ATAV BABUR O.BSCVUR LIB

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, kedudukan hukum (legal standing) 

PEMOHON dalam Permohonan a quo tidak jelas atau kabur (obscuur liben 

hal mana anehnya diargumentasikan sendiri oleh PEMOHON sebagaimana 

da1am da1ii-cia1i1 permohonannya, yail:u sebagai berikut: 

1. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam Kedudukan

Pemohon pada angka 1 s/d 8 halaman 4-6, yang pada intinya
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menyatakan bahwa PEMOHON masih memenuhi syarat selisih 

da1am mengajukan permobonan perkara 

Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) ke Mahkamah Konstitusi, 

dalam perkara a quo syarat selisih sebesar 1% (satu persen) 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat f.2} Huruf c Undang

Undang Pilkada.; 

2. Bahwa selanjutnya dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam

Kedudukan ?emohon pacia angka 10 s/ d 11 ha1aman 6 teriii:uii

ragu-ragu dengan mendalilkan juga untuk dapat diperhatikan juga

dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

Walikota Tahun 2020 mengenai pemberlakukan Pasal 158 UU

10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok

permohonan Pemohon. Dengan kata lain, PEMOHON sebegitu

ragunya malah mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah

�.,.. .... .. ... .. ... <'tc .. -. ,4. ......... "'- ...._ - ....... - _,. .... ...._ ,C,.. ' �- -J:\.ons1nus1 1erKan s:euaa.au:erpenunan syara-c 1orma1 s:eauaus:an

hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016

adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan, antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 /PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021

berianggal 18 iviarei .  2021 . ;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 19 Maret 2021.;

Futusan iviahkamab Konsutusi Nomor 51/FfiP.'.B"u·P:..XiX/2021

bertanggal 19 Maret 2021.;
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 

bertanggal 22 Maret 2021.; 

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut

hukum apabila Yang, Mulia Maielis Hakim perkara a quo merujuk

pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/

aatau permohonannya tidak memenuhi syarat formil

permohonan;

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,

maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa Kedudukan Hukum (legal

standing) PEMOHON untuk mengajukan Permohonan PEMOHON

tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeij, sehingga beralasan menurut

hukum tidak memenuhi syarat formil Permohonan, serta cukup

beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan

permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet

Ontvankelijke Verklaard).;

C. PBIUIOBO•Mf PBIIOBOll TIDAK JBLA8 AT.AU UBJlR fo.BSC

�

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas 

atau kabur (obscuur libeij. Yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Posita dan Petitum PEMOHON yang tidak jelas dan kabur ( Obscuur

Libel) yang menuntut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R,

M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. untuk Didiskualifikasi.;

2. Feiiium yang tiaaitje1as aan hour fimscuur LweiJ.;
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Berikut PIHAK TERKAIT uraikan dengan jelas dan selengkapnya sebagai 

berikut: 

C.1. Posita dan Petitum Pemohon Yang Menuntut Diskualtflkasi

Terhadap Pasangan Calon Pasangan Caton Bupati dan Waldl Bupati

Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: HJ. Nanik Endang R, M.Pd.,

clan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT).

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Posita dan Petitum PEMOHON tidak jelas 

dan kabur ( Obscuur Libeij yang menuntut Diskualifikasi terhadap 

Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor 

Urui. 1 (sai.u}, ai.as narna: Hj. Nanik Enciang R, M.Fd., c.ian Suyai'.ni 

Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT)., dengan alasan-alasan sebagai 

berikut: 

1. Ba.hwa daiam fierbaikan Permohonan a quo, pada Posita angka 4 s/d

6 halaman 8, PEMOHON dalam positanya pada intinya mendalilkan

alasan-alasan Diskualifikasi terhadap PIHAK TERKAIT, PEMOHON

menuduh adanya dugaan kebf'Jpib.akan Penyelengg_ara tTERMOHON

dan Pengawas (BAWASLU) dalam Pilkada Kabupaten Magetan

terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) / PIHAK TERKAIT,

hal mana menurut PEMOHON dibuktikan dengan laporan PEMOHON

kepada Bawas1u Kabupaten iviagetan ticiak pernah ditindaklanjuti

dengan alasan kurang bukti.;

2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan a quo, pada Posita angka 7 s/d

16 halaman 10-12, FEivivHvN uaiam posii.anya pada intinya

mendalilkan alasan-alasan Diskualifikasi terhadap PIHAK TERKAIT,

PEMOHON menuduh dengan adanya tingkat partipasi Pemilih yang

tinggi pada TPS 1 Desa Kinandang dan TPS 4 Desa Kinandang pada

Kecamatan Bendo, serta TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;

3. Bahwa tuntutan Diskualifikasi oleh PEMOHON terhadap Pasangan

Calon Bupati dan Waki1 Bupaii Mageian, Nomor Urut 1 (satuJ, m:as
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nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. 

(Fl'.HAK TERKATij sebagaimana termuat pada Posita dan Petitum 

dalam Permohonan a quo adalah dalil yang sangat berlebihan, tidak 

berdasarkan hukum dan mengada-ngada.; 

4. Bahwa Undang Undang Pilkada telah mengatur dengan jelas dan

tegas mengenai ketentuan diskualifikasi bagi Pasangan Calon dalam

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberikan

kewenangan kepada iiawasiu, dimana saiah satu kewenangan yang

dapat dilakukan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pencalonan

Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada}. Lang,kah itu dapat diambil Bawaslu jika ada

pasangan calon yang terbukti melanggar aturan. Salah satu

pelanggaran yang berpotensi menyebabkan calon didiskualifikasi

adalah jika terbukti memberikan uang atau materi lain sebagai

im ba1an kepada Femi1in (Poli tik Dang/ lvloney Fo"
i

iiic]. Regu1as1 1 ru

telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Pilkada, mengenai

larangan politik uang pada Pemilihan, sebagai berikut:

{ 1) Calon dan/ a tau tim kampanye dilarang menjaniikan dan/ atau 
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 
penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih; 

(2) (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi
dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai
pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.;

(3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim
kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk:
a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
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t b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah: dan

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak
memilih calon tertentu.

Bahwa, selain adanya larangan politik uang, sanksi tegas rupanya 

sebagai berikut: 

( 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk
mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara
menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih
calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;

(2/ Pidana yang sama diterapkan kepada pemuin yang dengan 
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima 
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

5. Bahwa lebih lanjut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

� ,4', .. '1.- • 44- ""' -�� A- • ....... -. � .... -. • ,. ·-

uaeran JUga msa a1s.1:tua1111Kas1 JlKa LerouKu menenma sumoangan 

dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang, seperti pihak asing, 

pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDesa. Regulasi itu telah diatur 

dalam Pasal 76 Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan 

menerima sumbangan dari pihak-pihak tertentu, sebagai berikut: 

( 1) Partai Politik dan/ atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang
menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang
berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya
masyarakat asing dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan

badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Halaman I 19



(2) Partai Palitik dan/ atau gabungan Partai Palitik yang mengusulkan
pasangan c.alon dan pasang.an calon perseorang.an yang menerima
sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak
dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib
melaparkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kata
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye
berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas
negara.

(3) Partai Palitik dan/ atau gabungan Partai Palitik yang mengusulkan 
pasangan calan, yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan 
pasangan calon yang diusulkan. 

(4) Pasangan calan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi berupa pembatalan
sebagai pasangan calon.

(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU KabupatenjKota.

6. Bahwa khusus bagi Pasangan Calon yang berlatarbelakang Petahana

(Incumbent), dapat didiskualifikasi jika terbukti melakukan

mutasi/penggantian pejabat tanpa adanya izin dari Menteri Dalam

Negeri Repuhiik indonesia pada 6 (enam} buian sebeium penelapan

Pasangan Calon hingga sampai pada akhir masa jabatan. Regulasi itu

telah diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Pilkada,

mengenai larangan mutasi/ penggantian pejabat yang_ sebagaimana

dimaksud, yang diatur sebagai berikut:

(2) Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikata atau Wakil Walikata dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
calan sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri.;

(5) Dalam hal Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil
Bupati, dan Walikata atau Wakil Walikata selaku petahana
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai
calan aleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kata.;
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7. Bahwa lebih lanjut, khusus Pasangan Calon yang berlatar belakang

Petahana (:incumbent) dapat pu'ia ciiaisituaiiiThasi jika terbukti

menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang

menguntungkan Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana

(Incumbent) tersebut pada 6 (enam} bulan sebelum penetapan

Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan (5) Undang

Undang Pilkada, mengenai larangan menggunakan program dan

kegiai.an pemerinl.ah yang 

sebagai berikut:

... .. ·-· < � ..... ' 

seoaga1mana a1maKsua, yang a1aLur

(3) Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan
1-- ... -----·--.....- .. � - -.-.. -, ...... - .��,·--- L._,_._..t,. ___ ____ __, _ __ ----,--.�-.-..-... -.,..-..t-,-.-----��---.. �, ·-�"'-- .-
f\,t;;Wt;;/l,,U,/l,,!:fU,/1,,J J-1' uyr U,ftL, U,U,/1,, f\,t;;!:JLULU,/1,, yuny ((lt:::fL!:JUfUUfL!:Jf\,UfL UlUU 

merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri 
maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum 
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan 
pasangan calon terpilih.; 

(5) Dalam hal Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil
Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai
<->n�«n ,,.,,.l,oh. VPl T �<>A·.;1!'1-�,; .o,to,•.{ V.Pl l V=h.?.{.�.ta..,.J V.n;ln •

___ ... _, ... ...., ... _, " ._  ....... -- ... ,..., ........ , ........... ""'"'"""""" .......... ...... ............... ,..,,...,,,,,.l:"_, ... _,.,, .... ...,,"''""'·, 

8. Bahwa bangunan dalil Posita dan Petitum dalam Permohonan

PEMOHON tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libe0,

Majelis Hakim Perkara a quo menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA 

(Niet Ontvankelijke Verklaard).; 

C.2. Petitum Yang Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel).;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Petitum PEMOHON dalam 

permohonannya tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeij, dengan alasan

alasan sebagai berikut: 
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1. Bahwa Petitum PEMOHON dalam permohonannya, yang pada intinya

meminta kepada Mahkarnah Konstitusi untuk:

1) Mengabulkan Permolwnan Pemolwn untuk Seluruhnya;

2) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan

1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB,

sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama

Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;

3) ivieneiupkun pusungun rwrrwr urui 3 (iiguj uius numu H. Sujutnu, SE.,

MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan suara

136. 083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai

peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Magetan Tahun 2024.; 

4) Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Magetan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon

lVumur Urui 3 (iiguj u[us numu H. Sujainu, S'
E

., IviJvI dun iUA }1 .. lHAlvi1

ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh

enam delapan puluh tiga) Suara sebagai pasangan Bupati dan Wakil

Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Magetan Tahun 2024.;

Atau setidak-tidaknya, 

5) ivienyuiukun buiai: clan iiduk mempunyai kekuuian rwkum mengikui

Keputusan Termolwn Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan

1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB,

sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama

HJ Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;.

6) Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004

Desa Kinandang Kecamatan Benda dan TPS 001 Desa Nguri

Kecamaian Lembeyan di Kabupaien lviagetan;
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7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten

lvlagelan unluk me1ciksanakan pulusan ini.

Atau, 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 

seaau-aciitnya (ex aeuquo el bona}. 

2. Bahwa PIHAK TERKAIT memahami Petitum PEMOHON dalam

permohonannya mengajukan Petitum alternatif, mulai dari point 1

sampai denga poin1 3. Dimana terkbusus mengenai Peiitum FEMOHOi�

pada point 2 yang tidak jelas atau kabur (Obcsuur Libeij, berikut PIHAK

TERKAIT uraikan kembali di bawah ini:

5) Menyatakan bata[ dan tidak mempunyai kekuatan hufcum mengikat

Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan

1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16. 45 WIB,

sep.a.njang per.olP..h.an .SJJ.ara P.a}:;o.n.go.n. Colon N.omor Un1.t 1 al.as. n.ama

Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;.

6) Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004

Desa Kinandang Kecamatan Benda dan TPS 001 Desa Nguri

Kecamaian Lembeyan 6i Aabupaten 1vJ'ageran;

7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten

Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

3. Bahwa jika mengikuti secara sistematis rumusan/ alur pemikiran

PEMOHON dalam Petitum PEMOHON pada point 2 tersebut,

PEMOHON meminta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat Keputusan Termonon 'Nomor: 1676 tanun 2024 tentang

Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45

WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas

nama Hi Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.

Maka dapat diartikan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan

Calon, sebagai berikut:
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TABEL 2. 

H,suul :Pet'al@h.An S1uu·a :P-P.miUba:n Ru.natl Dan. UlAlr.U B:unati Mac,�..tan 
- -- -·---- - - .. --- ------ -- ------- - ----·- . ·--- - --.. -- -- - -·-- -- ------ - --,. - - -- ---- -c:I' - - - - -

Tahun 2024 

Nama Perolehan 
No.Urut Pasangan Calon Suara 

Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni 

Priasmara, S.H., M.H. -

Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki 

Badrussalam, S.H., M.H. 131.264 

3 
H. Sujatna, S.E., M,M. Dan Ida Yuhana

136.083 
Ulfa, S.Pd., M.Pd.

Total Suara Sah 267.694 
I i I 

Bahwa lebih lanjut dalam Petitum PEMOHON tersebut meminta 

dilakuk..an Pemungutan Su.ara Ulang {PSU)_ dj TPS. 001 dan TPS 004 

Desa Kinandang Kecamatan Benda dan TPS 001 Desa Nguri 

Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan. Hal mana permintaan / 

tuntutan PEMOHON tersebut sungguhlah aneh dan janggal karena 

dengan memperhatikan jurri1ah Daitar f-emiiin Tetap {'DFTj pacia 3 

(tiga) TPS tersebut, sebagai berikut: 

I 

lwo -- - .. 

1. 

2. 

3. 

TPS 1 
o�......__...t ....... 

J.J\.,.UUV, 

TPS 4

Benda. 
TPS 1 

Desa 

Desa 

NAMA 't'P� --------- - - ·-

Kinan dang 

Kinan dang 

Desa Nguri 
l .� . .--..1-..-. .... �. 

Kecamatan 

Kecamatan 

Kecamatan 

1.urur..AH nPT PAnA j
- . -------- . -- - - --- --

TAHUN 2024 

561 

527 

1.1.0.,'.1. 

1.572 

Halaman I 24 



4. 

Bahwa dengan jumlah selisih perolehan suara antara PEMOHON 

dengan Pasangan Ca1on nomor urut 2 {Dua; ai:as nama: ir. 

Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H., adalah 

sebesar 4.819 suara. Maka andaipun total jumlah DPT dari ketiga TPS 

dimaksud yang berjumlah 1.572 Pemilih kesemuanya diberikan 

kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., 

dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H., maka hasilnya tetaplah 

PEMOHON memperoleh hasil terbanyak dan PEMOHON tetap 

mengungguii hasi1 peruiehan suaranya c:iari rasangan Ca1on Nomor 

Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, 

S.H., M.H. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan/tuntutan

untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU} pada ketiga TPS 

dimaksud, adalah permintaan/tuntutan yang tidak jelas atau kabur 

(obscuur libel), karena tidak signifikansi mempengaruhi perolehan 

suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 

(DuaJ ir. iiergunacii, M.T., aan Dr. A. iiasuki iiaarussaiam, S.ii., 

M.H.;

Bahwa dalam hal ini patut dinilai PEMOHON kurang memahami atau 

tidak mengerti mengenai Prinsip Signiii.'kansi yang sebagaimana 

selalu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili 

dan memutus perkara-perkara PHPKADA yang termuat dalam 

Putusan-putusan PHPKADA terdahulu.; 

Bahwa oleh karenanya maka Petitum dalam Permohonan PEMOHON 

tersebut tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeij sehingga beralasan 

hukum bruci Yang Mulia Maielis Hakim uerkara a auo untuk 
......, ......, .... .&. .£. 

menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard).; 

Bahwa selain itu, menurut PIHAK TERKAIT, seluruh rumusan 

Peiitum permuhunan u quo acia:iah Ciciak sesuai dengan kei.eni:uan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, dalam hal ini 
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adalah Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2024. Rumusan Pei:iium yang diajukan Femohon ciemikian adalah 

tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud.; 

Bahwa oie.h karenanya maka .Petitum ctaiam .Permohonan .P.h:MOHUN 

tersebut tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) sehingga beralasan 

hukum bagi Yang Muha Majelis Hakim perkara a quo untuk 

tuenvataka.n oermohonan PEMOHON tida.k daoat dite.rirn.a LNiet
- � � 

Ontvankelijke Verklaard).; 

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut

ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 

Tahun 2024, yang menyatakan bahwa: 

Amar Putusan Mahkamah menyatakan: 

a. Fermohonan iiciak ciapai ciiierima, apabiia Femohon cian/ aiau

permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka 

menurui: PIHAK iERKATT bahwa Fetiium da1am F"ermohonan FE
i

vIOHON 

tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeij, sehingga beralasan menurut hukum 

tidak memenuhi syarat formil Permohonan, serta cukup beralasan 

hukum ba_gi Yang Muha Maielis Hakim untuk menyatakan permohonan 

PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).; 

III. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa i:.erha<lap <lali:i:-dalil permuhunan FEiviOHON, Fii--iAK TER1ffiiT daiam

hal ini menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan

dengan jelas dan selengkapannya dengan sistematika, sebagai berikut:
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" 

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT pada

iiagian Eksepsi mob.on ciianggap teiah termasuk cian merupakan oagian

yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan

m1.;

2. Bahwa Keterangan a quo pada prinsipnya menjawab dalil-dalil

PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT.

Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu juga untuk menanggapi dan

membaniah da1i1-daiil yang sebenarnya dii:ujukan kepada TERiviOiiON,

hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut

berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ma,getan Tahun 2024.;

3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil yang

sebagaimana diuraikan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali hal

hal yang diakui kebenarannya secara tegas olen P:r.rlAK. 7
E

KAAIT. Daiii

mana menurut PIHAK TERKAIT hanyalah bersifat asumsi, tidak

berdasar dan hanya mencari kesalahan-kesalahan yang mengada-ada

terhadap TERMOHON dan atau PIHAK TERKAIT yang tid.ak didukung

dengan alat bukti yang cukup d.an sahib serta tidak menguraikan

tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (feitelijke gronden,

factual grounds) yang berakibat pada perolehan suara secara konkrit

serta dapat ciipertanggungjawabkan secara nukum. Keterangan cian

bantahan PIHAK TERKAIT akan diuraikan dengan jelas dan tegas

sebagai berikut di bawah ini.;

4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan

(TERMOHON) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati iviagetan Tanun 2024 pada tangga1 3 Desember 2024

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun
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No 

1. 
.... 

2. 

3. 

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Magetan -Y-anun 2024 tertangga1 3 Deserriber 2024. fv
i

de 

Bukti PT-1), dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut: 

TABEL 3. 

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan 

Tahun 2024 

N ama Pasangan Cal on Perolehan Suara 

u..: U---U-- �,.a__..,. ft '!IA: ft,,.I. ..a-- -0--'----1 o...t--- :t ,:,� '>A"" 
.LU I eV.,- • .&.&J .UQ.1.&.&A. .&;1.1.&U.Q.1.&I; .&,•, 49.&•.& U.•, WA.I.& ...,U.,YA�.l.&4 .& .1..1.QO.&.l.&V&V' 

S.H., M.H.

Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, 131.264 

S.H.,M.H

H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., 136.083 

M.Pd.

Total Suara Sah 404.694 

5. Bahwa dalam pokok permohonan a quo, PEMOHON hanya

mempermasalahkan terkait terjadinya dugaan pelanggaran dalam

hal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah ranah atau 

kewenangan lembaga lain yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Badan Pengawas Pemillu (Bawaslu) untuk menyelesaikanya. Sehingga 

permohonan u q_uu iiciak memenuhi unsur dari kewenangan iviahkaman 

Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil 

pemilihan, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi 

mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbang_kan dalil-dalil 

permohonan PEMOHON tersebut.; 

6. Bahwa berikut PIHAK TERKAIT kemukakan tanggapan dan bantahan

terhadap da1i1-cia1i1 PEivlOHvN secara rinci dan 1engkap se�bagaimana

termuat di bawah ini.;
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'PIUIQIIOJI IIBIIGBIUI ADAIIYA .�-.�-, B&WASLU 

ffm' IU.GBTAII. 

7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 3 s/d 6 halaman 7-8, dengan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara sebanyak

i37.347 suara pada Pemi1iban Bupati dan Vvakil Bupati Magetan

Tahun 2024, dilakukan melalui cara-cara yang menjunjung tinggi

prinsip-prinsip Pilkada yang Luber Jurdil, hal mana terbukti TIDAK

ADA SATUPUN SANKSI yang diberikan oleh Bawaslu Kabul)aten

Magetan kepada PIHAK TERKAIT maupun kepada Tim

Pemenangan PIHAK TERKAIT selama dalam proses pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;

2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 5 dan 6 halaman 8,

adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang

sebenarnya. Bahwa sebagaimana PIHAK TERKAIT ketahui secara

Ad Informandum, mengenai Laporan-laporan PEMOHON kepada

Bawaslu Kabupaten Magetan kesemuanya telah ditindaklanjuti

oleh Bawaslu Kabupaten Magetan, berikut penjelasannya:

a. Laporan Nomor: uliiFL1'FiilKabj16.ZZtXlii20Z4. Bahwa

terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah

mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6

Desember 2024 yang pada intin:ya lal)oran tersebut tidak

dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;

b. Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/ 16.22/XII/2024. Bahwa

mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 

Desember 2024, yang pada intinya laporan tersebut tidak 

dapat dire_gistrasi karena tidak memenuhi s_yarat materiel.; 
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c. Laporan Nomor: 07 /PL/PB/Kab/ 16.22/Xll/2024. Bahwa

terhadap Laporan tersebut, Bawas1u Kabupaten Magetan telah

mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5

Desember 2024, yang pada intinya laporan tersebut tidak

dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;

d. Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/ 16.22/XIl/2024. Bahwa

terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah

mengeiuarkan pemberii.ahuan slat.us 1aporan, i.anggal 5

Desember 2024, yang pada intinya laporan tersebut tidak

dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;

3) Bahwa atas kesemua pemberitahuan status laporan dari Bawaslu

Kabupaten Magetan tersebut di atas seharusnya sudah diterima

dan diketahui oleh PEMOHON, dan PEMOHON semestinya tidak

mempersoaiKan kemba1i semua permasa1ahan-permasa1ahan

tersebut ke Mahkamah Konstitusi.;

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah

sepatutnya Yang Tviu1ia Tviaje1is Hakim perkara a quo untuk menoiais.'.

dalil-dalil PEMOHON tersebut karena tidak terbukti menurut hukum.;

D.ALIL-DALIL PBIIOBOII IIDGBIIAI ADAlffA TDIGKAT PARTISIPASI 

�-= ...;.-. DI YAKG TllfOOI PADA 3 (TIGA) TPS. 

9. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 7 s / d 14 halaman 10-11, PEMOHON pada intinya

rnemperrnasalahkan a<lanya lingkai. pari.i:sipasi Perni1ih yang t.inggi pa<la

3 (Tiga) TPS tersebut, antara lain:

(1) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.;
(2) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.;

Halaman I 30 



! 

(3) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;

1. TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo.

1. 

2. 

3. 

1.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Benda, pada

proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak 

a.'1ii. lititupuii. Sa.ksl Pa.sw1gw1 Ca.lon n1a.upui1 Pw1wa.s 

Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya 

dugaan pelanggaran prosedur dan/ atau selisih perolehan 

suara pada KPPS TPS a quo (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 

Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / 

saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau 

Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU 

Nomor 17 Tahun 2024}.; 

1.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: RIRIN LESTARI telah 

menyetujui deng_an menandatangani Formulir Model C.Hasil

Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan 

Bendo, dengan basil perolehan suara sebagai berikut: (Vide 

Bukti PT-4) 

TABEL 4. 
Hasil Perolehan Suara pad.a TPS 1 Desa Kinandang Bendo. 

N ama Pasangan Cal on Perolehan 
........ -�-

Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni 410 

Priasmoro, S.H., M.H. 

Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki 3 

Babussalam, S.H., M.H 

H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, 127 

S.Pd., M.Pd .

. lu"tTil,;::ih �1.0.r.,;::i �,;::ih c:;-4.() 
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1.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan 

tingkat partisipasi "Femilih yang tinggi pada TPt, tersebut, 

PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara 

jelas dan lengkap, apa penyebabnya dan alat buktinya, serta 

bagaimana korelasinya sehingg_a dapat dikatakan menjadi 

suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 

1 Desa Kinandang Kecamatan Benda terse but.; 

2. TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo.

No 

L.L Bahwa pada Ti-'6 4 Desa Kinanciang Kecamatan .bendo, pada 

proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak 

ada satupun Saksi Pasangan Calon maupun Panwas 

Lapang_an/TPS yang meng_a_iukan keberatan terhadap adanya 

dugaan pelanggaran prosedur dan/ atau selisih perolehan 

suara pada KPPS (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 

2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran 

perbaikan dari Panwaslu Ke1urahan/Desa aiau Fengawas TFS 

yang hadir {Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 

2024).; 

2.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: BUDI telah menyetujui 

dengan menandatangani telah menyetujui dengan 

menandatangani Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK 

Bupati pada TFS 4 Desa Kinandang 1\.ecamac:an Bendo, dengan 

hasil perolehan suara sebagai berikut: (Vide Bukti PT-5) 

TABEL 5. 

Hasil Pero1ehan .Suara �ada TPS 4 Desa Kinandang 
Kecamatan Bendo. 

N ama Pasangan Cal on Perolehan 
Suara 
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j L I Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni l 351 

2. 

� 

Priasmoro, S.H., M.H. 
Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki 59 

Babussalam, S.H., M.H 
u Qni,::,,t� Q I,' MM tl� !tl2: Yuh-�-a .l Tlfn. 97 A A• 

__ J......._ ....... -, ....., . .,.,,_., .................... , _..,. ............ , 
S.Pd., M.Pd.
Jumlah Suara Sah 507 

2.3 Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan 
tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, 
PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara 
jelas dan 1engkap, apa penyebab dan a1at bukiinya, serta 
bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi 
suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 
4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo tersebut.; 

3. TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan.

3.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, pada 
proses µemungutan dan perhitungan s11:::1ra di TPS a qu.o.

,. 
tidak 

ada satupun Saksi Pasangan Calon maupun Panwas 
Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya 
dugaan pelanggaran prosedur dan/ atau selisih perolehan 
suara pada KrFS (Fasa1 44 ayai. (1) Ph"FU Numur 17 Tahun 
2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran 
perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS 
yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7} PKPU Nomor 17 Tahun 
2024).; 

3.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: HAMID KUSMIANTOKO

telan menyeiujui dengan menanaatangani Formulir Iviodel 
C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Nguri
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lljU 

1. 

'• 
" 

Hj 

Kecamatan Lembeyan, dengan hasil perolehan suara sebagai 
berikuc fviae iiukiifi�o} 

TABEL 6. 
Basil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa NguriKecamatan Lembeyan. 

1 lj cl111cl rct.::Sct..llgct.11 \..,tllUH re1 u1e11ct.11 Suara 
Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni 49 

Priasmoro, S.H., M.H. 
"' .. ., - - . - _'\. '-·-4" � ·" . ,;-,,. ,  .. "'. . - �- . .. .. ��,.., 

L.. U. ne1 gu11ct.u1, 1V1. 1 ., Ua.11 .Ul. n. Dct.::SUKl 10/ 

Babussalam, S.H., M.H 
3. H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa,

S.Pd., M.Pd.
I Jumlah Suara Sah 

172 

408 

3.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan 
tingka1 part1s1pasi Pem1i1n yang 1inggi pada 1FS 1ersebu1, 
PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara 
jelas dan lengkap, apa penyebabnya dan alat buktinya, serta 
bagaimana korelasinya sehin,gg_a dapat dikatakan menjadi 
suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 
1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan tersebut.; 

10. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada
angka 7 halaman 10, karena rt..TviOHON memoanmngkan prosentase
tingkat kehadiran/partisipasi Pemilih antara satu TPS dengan TPS
lainnya adalah tidak relevan menurut hukum. Karena andaipun tingkat
kehadiran/ partisipasi Pemilih pada suatu TPS mencapai prosentase
100% sekalipun, maka bukanlah merupakan suatu permasalahan
hukum.;
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11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah

sepatutnya Yang Tviu1ia Tviaje1is Hakim perkara a quo untuk menoiak

dalil-dalil PEMOHON tersebut karena tidak terbukti menurut hukum.;

DALJL-DALIL PBIIOBOR IIBKGDAI PBRIIDITAAlf DISKUAl,U'IKASI 

-'A"AP PIBAK TBRKAIT. 

12. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 15 s/d 16 halaman 11-12, dengan keterangan sebagai berikut:

pada Bagian Eksepsi: Posita dan Petitum Pemohon Yang 

Menuntut Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), 

atas nama:nj. Nanik'Enaang R, iiLFd., dan Suyai:niFriasmoro, 

S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT)., mohon dianggap telah termasuk

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

keterangan dalam Pokok Permohonan ini.; 

2) Bahwa tuntutan Diskualifikasi oleh PEMOHON terhadap

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1

(satu), aias nama: Rj. Nanik tndang R, Tvi.Pd., a.an Suyatni

Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT) sebagaimana termuat

pada Posita dan Petitum dalam Permohonan a quo adalah dalil

yang sangat berlebihan. tidak berdasarkan hukum dan mengada

ngada. Dan tentunya menimbulkan ketidakadilan apabila akibat

hukum atas dugaan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh

TEMOHON tersebut, menjadi harus ditanggung oleh PIHAK

TERKAIT dengan mendisituaiiiiusinya.;

3) Bahwa Undang Undang Pilkada telah mengatur dengan jelas dan

tegas mengenai ketentuan diskualifikasi bagi Pasangan Calon
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dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

memberikan kewenangan kepada 'iiawasiu, dimana saiah satu 

kewenangan yang dapat dilakukan Bawaslu adalah 

mendiskualifikasi pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan 

W akil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Langkah itu dapat diambil Bawaslu jika ada pasangan calon yang 

terbukti melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang 

berpotensi menyebabkan calon didiskualifikasi adalah jika 

terbukti memberikan uang atau materi 1ain sebagai imbalan 

kepada Pemilih (Politik Uang/ Money Politic). Regulasi itu telah 

diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Bahwa lebih lanjut, 

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga 

bisa diskualifikasi jika terbukti menerima sumbangan dana 

kam pan ye dari pihak-pihak yang dilarang, seperti pihak asing, 

pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDesa.; 

4) Bahwa khusus bagi Pasangan Calon yang berlatarbelakang

Petahana (Incumbent), dapat didiskualifikasi jika terbukti

melakukan mutasi pejabat tanpa adanya izin dari Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia pada 6 (enam) bulan sebelum

pen eta pan Pasangan Cal on hingga sam pai pada akhir mas a

jabatan. Termasuk Pasangan Calon yang berlatar belakang

Pei.ahana (IncumbenL) dapaL a:idiskuaiiiikasi JIKa i.erbuki.i

menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang

menguntungkan Pasangan Calon yang berlatar belakang

Petahana (Incumbent) tersebut pada 6 (enam} bulan sebelum

penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan

Calon terpilih.;
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13. Bahwa berdasarkan keseluruhan ura1an di atas, maka sudah

sepatutnya Yang IviU:iia lviajeiis Hakim perkara a quo untuk menolak

dalil-dalil PEMOHON tersebut karena tidak terbukti menurut hukum.;

DALJL-DALIL PBIIOBOll AD.ARYA DUGAAJI PBLAKGGARO OLltB KPPS 

PADA 3 (TIGA) TP8 DIMAKSUD. 

14. Bahwa pada prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas atas

seluruh dalil PEMOHON pada angka 28 s/d 42 halaman 15-19, dengan

keterangan yangjelas dan selengkapnya, antara lain sebagai berikut:

�ANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN 

PADA TPS 1 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO. 

15. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 17 s/ d 21 halaman 12-13, dengan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 1 Desa Kinandang

yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara 

kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir 

dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 

November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini: 

TABEL 7. 

- .

NO "JAMA 
ALAMA. KlTERA GAN 

RT RW 0£SA TPS 
�r All RIAN PRO.NAT; 1 

I 
KINANOANG J ERJA 01 llJAR KOTA 

lJl(J Kl ANDA 'G 1 LRJA DI JA AfffA 
3 KINAN DANG 1 ML I GGAL OU IA --� - - . ----

Kl1'ANOA1\G 1 KlRJA 01 JAKARU 
NAMPI SRI WAHYUNI 
ARWI 

WIOODO 3 

vlK r-·mwAn 4 I I SAKI r STROKE 
----

A1\0RIANfO 
l I 1 KINAN0ANG l l KERJA DI KEOIRI
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2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut hanya

mempermasalahkan Pemilib atas nama: SAR.ivii yang menuru1

klaim PEMOHON sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar

di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan

Bendo, dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan

menandatangani Daftar Hadir tersebut sehingga patut diduga Surat

Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.

Pemberitahuan KWK atas nama SARMI digunakan oleh orang lain

untuk me1a:kukan pencob1osan.;

3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT

menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah

dalil yang tidak benar, dan hanya didukung dengan 1 (satu) alat

bukti surat yang salah/keliru (Vide Bukti P-10), sehingga tidak

meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.;

4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai

berikut mengenai Pemilih atas nama SARMI sesuai Daftar Pemilih

Tetap (DPT} TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (Vide Bukti

PT-7), terdapat 2 (dua) orang Pemilih atas nama: SARMI. Yaitu

sebagai berikut:

(1) Nomor DPT: 354. Pemilih atas nama: SARMI. Jenis Kelamin:

Perempuan. usia: 58 Tahun. Dusun iGamat: Kinanciang. RT

02, RW 01.

(2) Nomor DPT: 355. Pemilih atas nama: SARMI. Jenis Kelamin:

Perempuan. Usia: 68 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT

04, RW 01.

Sehingga dengan mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 

TPS 1 Desa Kinand.an.e: K.ecamBf.an Bendo_ ma,k-13_ PEMILIH vane: 
� , � � 

diklaim oleh PEMOHON atas nama SARMI yang termuat dalam 

TABEL 7 PEMOHON tersebut di atas, yang beralamat di Desa 
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Kinandang, RT 07 RW 01 adalah salah/keliru, karena bukan 

berai:amai: ai Desa Ainanaang, R
T 

u7 Rw 01.; 

Bahwa 2 (dua) orang Pemilih atas nama SARMI yang benar sesuai 

Daftar Pemilih Tetap JDPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan 

Ben do adalah SARMI yang beralamat di Desa Kinandang, RT 002, 

RW 001. Dan SARMI yang beralamat di Desa Kinandang, RT 004, 

RW 001.; 

5) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa

Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor:

470/14/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada

intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: {viae iiuirii PT-6j

( 1) Nama
NIK

Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Keterangan

(2) Nama
NIK

Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Keterangan

: Sarmi 
:3529104104560005 
: Magetan, 01-04-1956 
: Desa Kinandang RT 04 RW 0 1 
: Bahwa orang tersebut diatas adalah 

warga desa kinandang dan orang 
tersebut diatas Masih Hidup . 

: Sarmi 
: 3520104104660010 
: Magetan, 01-04-1966 
: Desa Kinandang RT 02 RW 0 1 
: Bahwa orang tersebut diatas adalah 

warga desa kinandang dan orang 
tersebut diatas Masih Hidup. 

Bahwa artinya berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah 

Desa Kinandang tersebut di atas, telah memastikan bahwa 2 (dua) 

nama FemiJ:ih atas nama: SAKiviI sebagaimana leiah iercani:um 

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang 

Kecamatan Bendo adalah masih hidup.; (Vide Bukti PT-7) 

b) 8a.hwa PlHAK Tt;.t<KA!T Juga telah menctapatkan 8ukti Surat

berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor:
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470/219/403.410.08/2025 bertanggal 3 September 2024, yang 

pada intinya menerangkan dan menyatakan babwa: iviae -.S-u"kti 

PT-9) 

(1) Nama : Sarmi 

(2) Jenis Kelamin : Perempuan 

(3) Tempat/Tgl. Lahir : Magetan, 01-07-1955

�) NIK :3520104107550105 

(5) Agama

( 6) Fekerj aan

(7) Alamat Tinggal

(8) Keterangan

: Islam 

: Wiraswas1a 

: Ds Kinandang RT 07 RW 0 1 Kee. Benda Kab. 

Magetan 

: Orang tersebut diatas telah meninggal pada: 

Hari : Sabtu 

Tanggal : 31 Agustus 2024 

Tempat : Di Desa Kinandang RT 07/01 

Bahwa artinya Pemilih atas nama: SARMI yang sebagaimana 

didalilkan oleh PEMOHON yang beralamat di Desa Kinandang, RT 

07 RW O 1 adalah benar telah meninggal dunia, dan atas nama 

5.Ai<ivii sebagaimana dimaksud iicia"k i:ercanium da1am Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Benda.; 

( Vide Bukti PT-7) 

·1 J .l:jatlwa PlHAK T.Kt<KAlT teiab melakukan inzage terbadap Aiat .1:jukti 

Surat PEMOHON yaitu Bukti Surat P-10 di Mahkamah Konstitusi 

pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, berupa Surat Keterangan 

Pemerintah Desa Kinandang
';" 

yang pad.a intinya men.F.xangkan dan 

menyatakan bahwa Pemilih atas nama: SARMI, yang beralamat di 

Desa Kinandang, RT 07 RW 0 1 telah meninggal dunia. Artinya 

bahwa Bukti Surat PEMOHON tersebut tidak dimaksudkan untuk 

memberikan keterangan 1<:epada 2 (duaJ orang Femilih sesuai yang 

tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu Pemilih atas 
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nama: SARMI yang beralamat di Desa Kinandang, RT 04 RW 0 1, 

serta Pemilih atas nama SA.RMI yang ·oeralamat di Desa Kinandang, 

RT 02 RW 01.; 

8) Bahwa selanjutnya mengenai 2 (dua) orang Pemilih atas nama:

5ARivii, yang sebagaimana i.dah i:.ercani.um ualam Dai1.ar Pemilih

Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, perlu

diketahui bahwa kedua orang Pemilih tersebut telah ikut

melakukan pemungutan suara/ pencoblosan pada tanggal 27

November 2024, hal mana dapat dibuktikan dengan Alat-alat

Bukti Surat dan Video, sebagai berikut:

(1) Pemilih atas nama: SARMI. (Nomor DPT: 354). Jenis Kelamin:

Perempuan. usia: 58 .. Y-ahun. Dusun A1amai:: Kinandang . .K.7-

02, RW 01.

Alat Bukti:

a. Kartu Tanda Penduduk fKTP}.; {Vide Bukti PT-10)

b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (Vide

Bukti PT-11)

c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih

ai.as nama: SA.k.lvII.; {Viae ii"uidI FT-12)

(2) Pemilih atas nama: SARMI. (Nomor DPT: 355). Jenis Kelamin:

Perempuan. Usia: 68 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT

04, RW 01.

Alat Bukti: 

b. 

C. 

Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2024.; (Vide 

Bukti PT-14) 

Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih 

ai.as nama: SARlvTl.; iViaeliu1d:i FT-15J 
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9) Bahwa pada TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Benda, pada proses
-,,, � ..... . '"!.:• -�-� -. .. . ..... , ..... � pemungu1an aan pern11ungan suara m 1r.::, a quo, uaa.K aaa

satupun Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS

yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran

prosedur dan/ atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS a quo

(Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada

dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu

Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6)

dan (7J PKF'u Nomor 17 Tahun 20:24'j.;

10) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: RIRIN LESTARI telah

menyetujui deng_an menandatangani Formulir Model C.Hasil

Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan

Benda, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (Vide Bukti

PT-4)
�-""'·-. 

1.tU>£J.IJ �-

Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Kinandang Bendo. 

N ama Pasangan Cal on 

1. Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni 

Priasmoro, S.H., M.H. 

2. Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki 

RAhni;:.�hun S H M H 
- --·- ----------� ·- ----, -·----

3. H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa,

S.Pd., M.Pd.

Jumlah Suara Sah 

Perolehan 
Suara 
410 

3 

127 

540 

11) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON

pada angka 20 halaman 13, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena

PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci

mengenai siapa nama KPPS TPS 1 Desa Kinandang yang PEMOHON
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maksud, yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada 

Femi1ih yang menggunakan Surar f'emberita:h.uan remungutan 

Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang 

tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 

27 November 2024. Serta sia,pa nama-nama orang yang telah 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada 

Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu 9 

(sembilan) nama orang Pemilih dimaksud yang sebagaimana 

tercantum ciaiam 1AB&L 7, termasU:k Femiiih atas nama: SARivii.; 

12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT

di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan

Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim

perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut

karena tidak terbukti menurut hukum.;

iI'ANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN 

PADA TPS 4 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO. 

16. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 22 s/d 27 halaman 13-15, dengan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 4 Desa Kinandang

yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara 

kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir 

dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 

November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini: 
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.. TABEL 8 . 

ALAMAf 
1NO NAMA I-

RT f RW , DESA TPS 
AISYAH NUR 

1 KATIMAH 19 �NDANG 4 

DARMIN ANOANG 4 
. -

DENOK 4 1 KINANOANG 4 

l KlNANOA G
. 

q £NI DWI Ml".GSIH 2 I 4 
-----

5 MARDI KINANDANG 4 
-

6 MARJUKI KINAN DANG 4 
r 

RUDI HARrGNO I 19 KINAN DANG 4 
- ----+ 

SLAME I KINANDANG 4 

� 
SUGf:.NG 

r 
I KINAt\DANG 4 

I 
9 SUTOMO 4 T KINAN_PAN� 4 

rlO SUTRIS 0 I 20 4 i KINANDA G 4 -_. _____ • 

11 SUTRISNO 22 4 KINAN DANG 4 

1KtNANDANG 12 1 TANDUR 22 4 4 
-

Ll3 � �ASIS BINTORO 19 3 . KINANOANG 4 

2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya 

KETERANGAN 

MENINGGAL OUNIA 
KERJA 01 JAKARTA -
MENINGGAL OUNIA 
PINOAH KE LUAR KOTA 
KERJA 01 JAKAR A 
KERJA DI LUAR OTA 
PINDAH KE LUAR KOTA 
MENINGGAL DUNIA 
MENINGGAL DUNIA 
MENINGGAL DUNIA 
MENINGGAL DUNIA 
KERJA DI SURABAYA 

--- -
M NINGGAL OUNIA 

-

KERJA DI LUAR NEGERI 
(TAIWA l 

tersebut 

--, 
-�

7 

hanya

mempermasalahkan 2 (dua) orang Pemilih atas nama: SUTRISNO

yang menurut klaim PEMOHON sudah meninggal dunia dan kerja

◄◄ ..._. "' "II: -:- •• � - ·�·--� ., �.....,,.._,,___ "( " 

w �uraoaya. unLuK rem111n aLas nama: �u 1.K1�1•v yang suuan

meninggal dunia namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap

(DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dan dalam Daftar

Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani Daftar

Hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.

Pemberitahuan.KWK atas nama SUTRISNO digunakan oleh orang

lain untuk mela:kukan pencob1osan.;

3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT

menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah

dalil yang tidak benar, dan hanya didukung dengan 1 (satu) alat

bukti surat yang salah/keliru (Vide Bukti P-13), sehingga tidak

meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.;
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4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai

berikui. mengenai Pemilin ai.as nama SAR'ivii sesuai Dafi.ar Femilih

Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (Vide Bukti

PT-16), terdapat 4 (empat) orang Pemilih atas nama: SUTRISNO.

Yaitu sebagai berikut:

(1) Nomor DPT: 445. Pemilih atas nama: SUTRISNO. Jenis

Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: 

Kinandang. RT 19, RW 003. 

(2) Nomor ��. ��._.. Femiiin S"u 1 KJ�.11 U. Jenis ur1: 't'tO. atas nama: 

Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: 

Kinandang. RT 020, RW 004. 

(3) Nomor DPT: 447. Pemilih atas nama: SUTRISNO. Jenis

Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: 

Kinandang. RT 022, RW 004. 

(4) Nomor DPT: 448. Pemilih atas nama: SUTRISNO. Jenis

Kelamin: Laki-laki. us1a: <+9 Tahun. Dusun 

Kinan dang. RT 023, RW 004. 

Bahwa artinya berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah 

Desa Kinandang i.ersebui. di aias, i.e1ah memas(ikan bahwa 4 

(empat) nama Pemilih atas nama: SUTRISNO sebagaimana telah 

tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa 

Kinandang Kecamatan Benda adalah masih hidup.; lVide Bukti 

PT-16) 

5) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat

Keterangan Pell.lf'-tintah Desa KinandanSl 
�· 

bernomor:

470/ 15/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada

intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: (Vide Bukti PT-17)

(1) Nama : Sutrisno 
NIK : 1601220505700009 
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 05-05-1970 
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Alamat 
Keterangan 

(2) Nama
NIK
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Keterangan

(3) Nama
NIK
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Keterangan

(4) Nama
NIK

Tempat/Tgl Lahir
Alamat
'Keterangan

: Desa Kinandang RT 20 RW 04 
: Bahwa orang ters.ebut diatas adalah 

warga desa kinandang dan orang tersebut 
diatas Masih Hidup. 

: Sutrisno 
:3520100510840003 
: Magetan, 05-10-1984 
: Desa Kinandang RT 19 RW 03 
: Bahwa orang tersebut diatas adalah 

warga desa kinandang dan orang tersebut 
diatas Masih Hidup. 

: Sutrisno 
:3520101308640001 
: Magetan, 13-08-1964 
: Desa Kinandang RT 22 RW 04 
: Bahwa orang tersebut diatas adalah 

warga desa kinandang dan orang tersebut 
diatas Masih Hidup. 

: Sutrisno 
:3520102305750001 
: Magetan, 23-05-1975 
: Desa Kinandang RT 23 RW 04 
: Bahwa orang tersebut diatas adalah 

warga desa kinandang dan orang tersebut 
diatas Masih Hidup. 

6) Bahwa PIHAK TERKAIT juga telah mendapatkan Bukti Surat berupa

Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 

470/014/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada 

intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: (Vide Bukti PT-18) 

(1) Nama : Sutrisno 

(2) Jenis Kelamin : Laki-laki

(31 AlamaL Tinggal : Desa �1nandang, RT. 019/RVv. vv3, �ec. Bendu, 

( 4) Keterangan 

Kab. Magetan. 

: Orang tersebut di atas telah meninggal dunia 

pada: 

Tahun:2012 

Tempat: Di Desa Kinandang RT. 019/RW.003. 
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Bahwa artinya Pemilih atas nama: SUTRISNO yang sebagaimana 

didaliJ:kan oleh FElvIOHON yang beraJ:amat di Desa Kinandang, RT 

019 RW 03 adalah benar telah meninggal dunia sejak tahun 2012 

lampau, dan atas nama SUTRISNO sebagaimana dimaksud tidak 

tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa 

Kinandang Kecamatan Bendo.; (Vide Bukti PT-16) 

7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage terhadap Alat Bukti

Surat PEMOHON yaitu Bukti Surat P-13 di Mahkamah Konstitusi pad.a

hari Senin tanggal 13 Januari 2025, berupa Surat Keterangan

Pemerintah Desa Kinandang, yang pada intinya menerangkan dan

menyatakan bahwa Pemilih atas nama: SUTRISNO, yang beralamat di

Desa Xinandang, Ri 019 'r(w' 03 teian meningga1 dunia. f\rtinya bahwa

Bukti Surat PEMOHON tersebut tidak dimaksudkan untuk

memberikan keterangan kepada 4 (empat) orang Pemilih sesuai yang

tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPTl. yaitu Pemilih atas nama:

( 1) 

{2) 

Nomor DPT: 445. Pemilih atas nama: SUTRISNO. Jenis Kelamin:

Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 19, RW

003.

Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW 

004. 

(3) Nomor DPT: 447. Pemilih atas nama: SUTRISNO. Jenis Kelamin:

Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 022, RW

004.

(4) Nomor DPT: 448. Pemilih atas nama: SUTRISNO. Jenis Kelamin:

Laki__:laKi. usia: 49 Tahun. Uusun A1amat: Kinandang. R
T 

023, R'"w'

004.

Bahwa selain itu, PIHAK TERKAIT juga sangat meragukan validitas dari 

Surat Keterangan Pemerinlah. Liesa Kindangan 1ersebu1, karena Kop 
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Surat yang berbeda, Keterangan kematian yang tidak lengkap, dan nama 

Kepa1a Desa yang berbeda.; 

8) Bahwa selanjutnya mengenai 4 (empat) orang Pemilih atas nama:

SUTRISNO, yang sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih

Tetap {DFiJ TFS 4 Desa Klnandang Kecama1an Bendu, per1u dike1ahui

bahwa keempat orang Pemilih tersebut telah ikut melakukan

pemungutan suara/pencoblosan pad.a tanggal 27 November 2024,

hal mana dapat dibuktikan denRan Alat-alat Bukti Surat dan Video,

sebagai berikut:

(1) Pemilih atas nama: SUTRISNO. (Nomor DPT: 445). Jenis Kelamin:

Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 19, RW

0-03.

Alat Bukti:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (Vide Bukti PT-19)

b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (Vide Bukti

PT-20)

c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas

nama: SUTRISNO.; (Vide Bukti PT-21)

(2) Pemilih atas nama: SUTRISNO. (Nomor DPT: 446). Jenis Kelamin:

Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW

004.

Alat Bukti:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (Vide Bukti PT-22)

b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (Vide Bukti

PT-23j

c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas

nama: SUTRISNO.; (Vide Bukti PT-24)
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(3) Pemilih atas nama: SUTRISNO. (Nomor DPT: 44 7) Jenis Kelamin:

Laki-]aki. Usia: 60"'tanun. Dusun Alamat: Kinandang. R
T

OZ2, t<.W

004.

Alat Bukti:

a. Kartu Tanda Penduduk fKTP}.; fVide Bukti PT-25}

b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (Vide Bukti

PT-26)

c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas

nama: S13TRTSNO.; fVicie iiui:iiFT-27j

(4) Pemilih atas nama: SUTRISNO. (Nomor DPT: 448). Jenis Kelamin:

Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 023, RW

004.

Alat Bukti:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (Vide Bukti PT-28)

b. Surat Fernyataan tertangga1 9 Deserriber 2024.; fVicie iiuki.i

PT-29)

c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas

nama: SUTRISNO.; {Vide Bukti PT-30}

9) Bahwa pada TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses

pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada satupun

Saksi Pasangan Ca1on maupun ?anwas Lapangan/T
P

S yang

mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur

dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS a quo (Pasal 44 ayat

(1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024}. hingg_a tidak ada dikeluarkannya

rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau 

Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 

Tahun 2024).; 
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10) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: BODI telah menyetujui dengan

menandatangani tdah menyei.ujui dengan menanaaiangani Formulir

Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 4 Desa Kinandang

Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (Vide

Bukti PT-51

1. 

2. 

3. 

TABEL 5. 
Hasil Perolehan Suara pada TPS 4 Desa Kinandang 

Kecamatan Bendo. 

N ama Pasangan Cal on Perolehan 
"'J..;;..:"-A,..A.-: 

Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni 351 

Priasmoro, S.H., M.H. 

Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki 59 

Babussalam, S.H., M.H 

H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, 97 

S.Pd., M.Pd .

. , lnn:\1 . b, �-v:��?. Q.,;,.b ';.f).7 

11) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 26 halaman 14-15, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena

PEMOHO?� sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rind

mengenai siapa nama KPPS TPS 4 Desa Kinandang yang PEMOHON

maksud, yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada Pemilih

yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada

Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam

pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024.

Serta siapa nama-nama orang yang telah menggunakan Surat

Perriberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemii'ih atau Model C.

Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu 13 (tiga belas) nama orang

Pemilih dimaksud yang sebagaimana tercantum dalam TABEL 8,

termasuk Pemilih atas nama: SUTRISNO.;
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12} Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di

atas, serta didukung dengan ffiat-aiat B"Likti Suraifiu1isan dan Video

tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a

quo untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut karena tidak

terbukti menurut hukum.;

il'ANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN 

PADA TPS 1 DESA NGURI KECAMATAN LEMBEYAN. 

17. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 28 s/d 30 halaman 15-16, dengan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 1 Desa Kinandang

Pemiih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan 

Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang 

tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 

27 November 2024 sebagaimana nama-nama i:ersebut di oawah ini: 

SURYANINGSIH., Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan 

Lembeyan, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih tetap di TPS 1 

Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dicentang dan 

ditandantangani, namun menurut tuduhan PEMOHON bahwa 

didapatkan keterangan dari pihak keluarga SURY ANINGSIH 

ternyata SURYANINGSIH tinggal di Bali dan pada saat 

pencobiosan tanggal 27 November 2024, ticiak pu1ang dan 

memilih untuk golput.; 

GALIH SUSANTO., Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan 

Lembeyan, berciasarkan Darrar Hadir ?emi1ih tetap di 1PS 1 

Desa Nguri Kecamatan Lembeyan ditandantangani, namun 

menurut tuduhan PEMOHON bahwa didapatkan keterangan 

dari pihak keluarga GALIH SUSANTO bahwasanya GALIH 

Halaman I 51 



SUSANTO berada diluar negen dan tidak melakukan 

pencobiosan di tanggal 27 November 2'024.; 

2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut mempermasalahkan 2

(dua) orang Pemilih tersebut di atas yaitu: Pemilih atas nama:

SURYANINGSIH, dan Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO, yang

menurut PEMOHON terdapat adanya tanda tangan dari kedua

Pemilih tersebut pada kolom tanda tangan di Daftar Hadir Pemilih

tetap TFS i Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;

3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT

menanggapi/ membantah karena dalil PEMOHON terse but adalah

dalil yang ticlak benar, clan hanya didukung dengan 4 (empat)

alat bukti surat/video (Vide Bukti P-16a dan P-16b serta Bukti

P-17a dan P-17b), sehingga ticlak meyakinkan, clan tidak sesuai

dengan iakta yang sei>enarnya.; 

4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan kronologi

Mengenai terdapat adanya tanda tangan Pemilih atas nama: 

SURY ANINGSIH pada kolom tanda tangan Daftar Hadir 

Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, hal 
� -ot • •. .... ' • .....4- -'\- 4 ·ol!I- --� .... -- .. .._,,."(. LerseouL LenanuaLangan1 secara uaaK sengaJa 01en remrnn 

lain atas nama: SURYA ARDIANTO. Bahwa adapun Pemilih 

atas nama: SURYA ARDIANTO tersebut tercantum dalam 

Daftar Pernilih Tetap (DPT} TPS 1 Desa Nguri Kecamatan 

Lembeyan, dengan DPT Nomor: 402.; (Vide Bukti PT-31). 

Bahwa pada saat itu, ketika Pemilih atas nama: SURYA 

ADRiALTiu menyadari teian 'keiiru menandatangani di daiam 

kolom tanda tangan Pemilih lain (Kolom tanda tangan Pemilih 
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atas nama: SURYANINGSIH) pada Daftar Hadir Pemilih tetap 

TFS 1 Desa Nguri, maka Pemi1ih atas nama SURYA ADRiA.NTO 

langsung melaporkan hal tersebut ke KPPS TPS 1 Desa Nguri. 

Pemilih atas nama: SURYA ARDIANTO selanjutnya 

menandatangani absensi kehadirannya pada kolom tanda 

tangan atas namanya sendiri pada Daftar Hadir Pemilih tetap 

TPS 1 Desa Nguri dengan sepengetahuan KPPS, sehingga 

permasalahan tersebut dapat langsung terselesaikan oleh 

KPFS tersebut.; 

Alat Bukti: 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemilih: SURYA
ARDIANTO.; (Vide Bukti PT-32)

b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2024 atas
nama Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (Vide Bukti PT-33)

c. Video klarifikasi yang dibuat oleh Pemilih: SURYA
ARDIANTO · IVidP. Rulcti PT..:l4l- -- -- -- -- · - - • 1 \ - - -� - ---- ---- -- - - - -

I 

5) Mengenai terdapat adanya tanda tangan Pemilih atas nama: GALIH

SUSANTO pada kolom tanda tangan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS

1 Desa Nguri, hal tersebut tertandatangani secara tidak sengaja

oleh Pemilih lain atas nama: GIMUN. Bahwa adapun Pemilih atas

nama: GIMUN tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan DPT Nomor:

88.; {Vide BU:kii Fi-�lj

6) Bahwa pada saat itu, ketika Pemilih atas nama: GIMUN menyadari

telah keliru menandatangani di dalam kolom tanda tangan Pemilih

lain (Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO)

pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, maka Pemilih

atas nama: GIMUN langsung melaporkan hal tersebut ke KPPS TPS

l Desa Nguri. Pemilih atas nama: GiiviUii seianj utnya kembaii

melakukan kekeliruan yang kedua kalinya, menandatangani 

Halaman I 53 



• 

.. 

absensi kehadirannya pada Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: 

GiNEivi. Pemiiih atas nama: GiNUivi pada akhirnya iidak 

menandatangani absensi kehadiran pada kolom tanda tangan atas 

namanya sendiri pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, 

dengan sepengetahuan KPPS, sehingga permasalahan tersebut 

dapat langsung terselesaikan oleh KPPS tersebut.; 

Alat Bukti: 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemilih: GIMUN.;
I Vide Bukti PT .. 35.l
\ - - ,

b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2024, atas nama

Pemilih: GIMUN.; (Vide Bukti PT-36)

c. Video klarifikasi yang dibuat oleh Pemilih atas nama: GIMUN.;
� Vi4� -Bl:'!kti PT--37}

7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa

Identitas Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Nguri, dan Surat Pernyataan

dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Nguri yang bernama: SURATNO. (Vide

Bukti PT-38, dan Bukti PT-39), yang pada intinya

menyatakan/mengkonfirmasi bahwa Pemilih atas nama:

SURYANINGSIH., dan Pemilih atas nama: GALIH SURYANINGSIH

memang oenar Lidak hadir / Lidak ikuL mdakukan pemungutan

suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Nguri pada tanggal 27 November

2024 lalu. Dan oleh karena kedua Pemilih tersebut tidak hadir /

tidak melakukan pemungutan suara / pencoblosan maka Surat

Undangan / Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masih

disimpan oleh pihak keluarganya masing-masing di rumah. (Vide

Bukti PT-40 dan PT-41, serta Bukti PT-42 (Video) dan PT-43

ivideojj

8) Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat

berupa Identitas Anggota KPPS pada TPS 1 Desa Nguri, dan Surat

Pernyataan dari Anggota KPPS TPS 1 Desa Nguri yang bernama:
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NUR WAHYUNI, yang mana Anggota KPPS tersebut yang bertugas 

di meja Daftar Haciir Femiiih tetap pacia TFS i Desa Nguri ("'vide 

Bukti PT-44, dan Bukti PT-45) yang pada intinya 

menyatakan/mengkonfirmasi bahwa Pemilih atas nama: 

SURYANINGSIH., dan Pemilih atas nama: GALIH SURYANINGSIH 

memang benar tidak hadir / tidak ikut melakukan pemungutan 

suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Nguri pada tanggal 27 November 

2024 lalu. Dan pada kolom Daftar Hadir Pemilih tetap atas nama 

SuRYAiiiiiGSiii ditandatangani oleh SURYA ARDiAiITO, clan 

kolom Daftar Hadir Pemilih tetap atas nama GALIH SUSANTO 

ditandatangani oleh GIMUN.; 

9) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage terhadap Alat Bukti

Surat PEMOHON yaitu Bukti P-16a dan P-16b serta Bukti P-l 7a

dan P-l 7b di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13

Januari 2025. Bahwa menurut FrHAK TERKAIT terhadap A1at-alat

Bukti Video yang diajukan oleh PEMOHON, yaitu:

a. Bahwa Bukti P-16b tersebut berupa video yang patut diduga

direkam secara diam-diam/ tanpa izin, dimana terdapat

seorang perempuan yang sedang diwawancara, yan menurut

hemat PEMOHON seseorang perempuan tersebut adalah

Pemilih atas nama: SURYANINSIH. Bahwa menurut PIHAK

TERKAiT seseorang perempuan i.ersebui. he1um teni.u adaiah

Pemilih atas nama: SURYANINGSIH, karena tidak didukung

dengan Alat-alat Bukti lainnya yang cukup meyakinkan.;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT mengenai keabsahaan Alat 

Bukti Video tersebut, patut untuk dilihat dari bagaimana cara 

perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal 

maupun secara substansi. Ba:b.wa alat ·oukti berupa Video yang 

diperoleh dengan cara merekam secara diam-diam/tanpa izin, 
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adalah merupakan suatu perbuatan yang berpotensi 

meianggar Undang-Undang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, 

seperti merekam video tanpa izin selama percakapan pribadi 

atau mengabadikan gambar seseorang di lingkungan pribadi 

mereka. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a

quo untuk dapat mengesampingkan Alat Bukti Video tersebut.; 

b. Bahwa Bukti P-17b tersebut berupa video yang patut diduga

direkam secara diam-diamitanpa iz1n, dimana terdapat

seorang perempuan yang sedang diwawancara, yang menurut

hemat PEMOHON bahwa seorang perempuan tersebut adalah

merupakan Ibu/ Orangtua dari Pemilih atas nama: GALIH

SUSANTO. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT seseorang

perempuan terse but belum tentu adalah Ibu/ Orangtua dari

Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO, karena tidak didukung

<lengan AlaL-aiai. Buki.i iainnya yang cukup meyakinkan.;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT mengenai keabsahan Alat 

Bukti Video tersebut, patut untuk dilihat dari bagaimana cara 

perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal 

maupun secara substansi. Bahwa alat bukti berupa Video yang 

diperoleh dengan cara merekam secara diam-diam/tanpa izin, 

adaiah merupakan suatu perbuatan yang berpotensi 

melanggar Undang-U ndang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, 

seperti merekam video tanpa izin selama percakapan pribadi 

atau mengabadikan gambar seseorang di lingkungan pribadi 

mereka. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a

quo untuk dapat mengesampingkan Alat Bukti Video tersebut.; 
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10) Bahwa Bahwa pada TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, pada

proses pemungutan dan perhitungan suara di TFS a quo, tidak ada

satupun Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS

yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran

prosedur dan/ atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS a quo

(Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada

dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu

Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6)

dan (7) PK-PU Nomor i 7 Tahun 2v24j.;

11) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: HAMID KUSMIANTOKO telah

menyetujui dengan menandatan,gani Formulir Model C.Hasil

Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan,

dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (Vide Bukti PT-6)

TABEL 6 . 

... ...... � ·• •  ...... , . . � ......... � .

nasu rero1enan .:,uara paa.a 1 r.:, .1 uesa 11gun 
Kecamatan Lembeyan. 

No N ama Pasangan Cal on Perolehan 

1. Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni 

Priasmoro, S.H., M.H. 

2. Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki 

Babussalam, S.H., M.H 

rll � T <"I ac ""' � ' « 'II.. � .t, 'I!: 1,. �Jr _s _  If �f: I" 

0. n . .:>UJau1u, .:,,r.,., 1v1.1v1., Uc:Ul 1ua I uuaua uiia,

S.Pd., M.Pd.

Jumlah Suara Sah 

Suara 

49 

187 

� ....,........._ 

1 / L, 

408 

12) Bahwa sungguh ironisnya lagi, PEMOHON yang menuduhkan

terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS

1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dan berkontibusi langsung

pada pero1ehan suara FiHAKTERKATT ('Vide daii1' FEMOHON dalam

permohonan a quo pada angka 14 halaman 11), namun justru
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faktanya PEMOHON mendapatkan hasil perolehan suara peringkat 

kedua yaitu sebanyak 172 suara, sedangkan PiHAK TERKAiT 

hanya mendapatkan hasil perolehan suara peringkat ketiga/akhir 

yaitu hanya sebanyak 49 suara.; 

13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT

di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan

Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim

perkara a quo untuk menolak da1i1-da1i1 F-"EMOHON tersebut

karena tidak terbukti menurut hukum.;

14) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON

pada angka 29 ha1arnan i5-16, adapun aiasan FiHAK TERKAiT

karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan

rind mengenai siapa nama KPPS TPS 1 Desa Nguri yang PEMOHON

maksud, yang dituduh telah memberikan kesempatan kepada

Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan

Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang

tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal

27 November 2024. Setta siapa nama-riama orang yang telali

menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada

Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu

Pemilih atas nama: SURYANINGSIH, dan Pemilih atas nama:

GALUH SUSANTO.;

�ANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN 

PADA TPS 1 DAN TPS 4 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO. 

18. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada

angka 27 halaman 15, dengan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa PEMOHON mendalilkan pada TPS 4 Desa Kindangan

ter.<l�-�t �-� w�qc; BINTORO �l�tn.Rt RT O 19 RW 03 n'='�
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Kindangan yang faktanya kerja di luar negeri ternyata hadir dalam 

pencoblosan dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih tetap.; 

2) Bahwa PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah mengenai dalil

PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, dalil yang

tidak jelas atau kabur karena tidak diuraikan secara lengkap.

Bahwa dalil PEMOHON ini juga sama sekali tidak didukung dengan

alat bukti surat/tulisan maupun video. PIHAK TERKAIT memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk tidak

mempertimbangkan dalil ini, serta mengesampingkannya.;

3) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON

pada angka 34 point 3 halaman 17, dengan keterangan sebagai

berikut:

(1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 4

Desa Kinandang tidak melakukan pengecekan Formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP elektronik untuk

Pemilih atas nama: TRI ANDRIY ANTO yang terdaftar sebagai 

Pemilih (DPT) pada TPS 1 Desa Kinandang, dan Pemilih atas 

nama: WASiS BiNTORu yang terdaftar sebagai Pemilih (DPT) 

pada TPS 4 Desa Kinandang. Bahwa terhadap dalil PEMOHON 

tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah mengenai 

dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak benar, dalil 

yang tidak jelas atau kabur karena tidak diuraikan secara 

lengkap. Bahwa dalil PEMOHON ini juga sama sekali tidak 

didukung dengan alat bukti surat/tulisan maupun video . 
.................. -,. �.,,. �?""�-.; ... ._ � 1. 1 1 11'.'T , _. 1;• ... lllf' • ...... -.:..- '11 • 

i-·u1f\1\. 1 r-r<!V\11 memonon Kepaaa rang 1v1u11a !VlaJens t1aK 1m 

perkara a quo untuk tidak mempertimbangkan dalil ini, serta 

mengesampingkannya.; 

(2) Bahwa untuk memperkuat bantahan atas dalil PEMOHON

tersebut, PIHAK TERKAIT dapat jelaskan fakta yang
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... 

sebenarnya mengenai Pemilih atas nama: TRI ANDIRIYANTO 

yang terdaftar dalam DPT 1 Desa Kinandang 

menyatakan/mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan 

benar melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 

Desa Kinandang pada tanggal 27 November 2024. (Vide Bukti 

PT-46, PT-47, dan PT-48 (Video)) 

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya 

Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak dalil-dalil 

PEMOHON tersebut karena tidak terbukti menurut hukum.; 

IV. KESIMPULAN.

T-... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1" "1 1 " � T"\TT T A Tr 

nanwa uerua:sarKan Ke:se1urunan na1 seuagaunana u1ura1Kar1 u1 aLaS, i-1ntu\.

TERKAIT berkesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Eksepsi PIHAK TERKAIT adalah benar dan beralasan menurut hukum;

- Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili

permohonan in litis;

- Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON tidak jelas dan kabur

( Obscuur Liben;

- Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeij.;

- Permohonan PEMOHON tidak adapt diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard).;

- Permohonan PEMOHON tidak berdasar, tidak beralasan hukum, dan tidak

terbukti menurut hukum.;

V. PETITUM.

� 1 1 
• 

1 
" 

,i 1 1 1 " ., T'"'\TT T A TT fT'\T"."\�T T' A TIT'\ 1 neruasarKar1 ura1an seuagaunana LerseuuL u1aLas, r1nf\.1\. 1 CKl\.f\.1 1 rnernunun

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI 

- Menerima Eksepsi Pihak TerkaiL;
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- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet

Onlvankelijke Verklaard).;

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.;

Atau, 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya {ex aequu el burw) 

VI. PENUTUP

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas perkenan

perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus

perkara a quo, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, 

,.,,. ... a,. a ,. .. ..,.., .. ,,. .. ._ • ...,,...,..,a•• ..,_....,...,...,,,.a,._,..., 

I\.U .tt.i:).tt. n U I\.U J.Yl r1.n.tt.A 1 �KI\.IU 1 

;, LJ V O C A TE. S  

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M. 

Rudy Mangara Sirait, S.H. 

Risky Dewi Ambarwati, S.H. Ziki Osman, S.H. 
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